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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABURATEN SIMALUNGUN
NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISAS! DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
. KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIMALUNGUN,

bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Qrganisasi’ Perangkat Daerah ditegaskan bahwa
pembentukan perangkat- dagrah | “ditetapkan dengan Peraturan Daerah
dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah; '

o

Menimbang :

b. - bahwa berdasarkan kebutuhan daerah cakupan tugas yang meliput
sasaran tugas yang- harus dlwu1udkan jenis dan banyaknya tugas, luas
wilayah kerja dan-kondist geografis; jumlah penduduk, potensi daerah, yang
berkaitan dengan urusan pemerintahan yang harus ditangani, maka
dipandang perlu mefakuken perubahan atas Perafuran Daerah Kabupaten
Simalungun Nomor 17. ‘Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Snmalungun,

¢. bahwa atas perfimbangan sebaganmana dimaksud pada huruf a dan b,
maka perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten
Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang OrgamsaSI dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Slmalungun yang penetapannya dengan
Peraturan Daerah

Mengingat : - 1. Undang- undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; tentang Pembentukan Daerah- -
, ~daerah Otonom . Kabupaten- Kabupaten ~dalam Lingkungan Provinsi
Sumatera Ulara (Lembaran Negara. Republik indonesia Tahun 1956 Nondor

58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok: Kepegawalan
(Lembaran Negara Republ;k Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang - Nomor 8 Tahun 1974 fentang - Pokok-Pokak
‘Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 3890);

3. . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. tentang Keuangan Negara
(L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ‘

4. Undang-undang Nomor10 Tahun:2004 tentang Pembenfukan Perafuran
Perundang~undangan (Lernbaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor ‘32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndoneSla Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndoneSIa Nomor 4437), sebagaimana lelah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang perubzhan kedua atas Undang-undang Nomor. 32 Tahuyn
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahup 2008 Nomor §9, Tambahan' Lembaran Megara Repubhk Indonesia
Nomor 4844);
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Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan
antara-Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia.Nomor 4438); '

Peraturan. ‘Pemerintah  Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesfa Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan
Polisi Pamong:Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4428);

Peraturan Pemerintah Normor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45687);
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Namer 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah: Daerah Propinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupateanota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4737); .

Peraturan- Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Orgamsasn Perangkat
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah . Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudykan Keuangan Gubernur

sebagai Wakil Pemerintah di Wllayah Propinsi;

Peraturan Dagrah Kabupaten Simalungun Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Simalungun (Lembaran
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 16 seri.D Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun
(Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nornor 17 seri “D"
Nomor 16). .




ienetapkan :

Dengan Péréétujuah Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- KABUPATEN SIMALUNGUN
v :
, dan
BUPATI SIMALUNGUN
MEMUTUSKAN ‘

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISAS!

- DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

"Pasal |

Beberapa Ketentuan dalam Perafuran Daetah Kabupaten Simalungun Nomor 17
Tahun 2008 Tentarig Orgamsasx dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Simalungun ( Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 2008 seri “D" Nomor 16 ), diubah
sebagai berikut : : .

1, Ketentuan Paragraf dua Pasal 30 Ayat (4) diubah sehmgga pasal 30 berbunyi
sebagai bérikut ;

Paéél 30 -

A,

(1) OrgamsaSI Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangari dan Aset terdiri dari; -

.. Dinas;

Sekretariat;

Bidang;

Sub Bagian;

Seksi;

Unit Pelaksana Teknis Dmas '
Kelompok Jabatan Fungsjonal.

Qe a0 T,

(2) Sekretariat tetdiri dari:
a. Sub Bagian Umum;
b,  Sub Bagian Keuangan; e
¢. Sub Bagian Program.

{3) Bidang Pendapatan terdjri dari:

a.. Seksi Pendataan;
b. Seksi Penetapan;
¢. Seksi Pemungutan. .

. (4) Bidang Keuangan terdiri dari: |

a. SeksiAnggaran; .
b. SeksiPerbendaharaan;
c. Seksi Pengelolaan gaji.

(5) Bidang Akuntansi terdiri dari: -
a. Seksi Akuntansi Penerimaan; -
b, Seksi Akuntansi Pengeluaran; .
¢. Seksi Akuntansi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran,
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(6) Bidang Asset terdiri dari;
a. Seksi Penatausahaan Aset;
b. Seksi Pengamanan Aset;
c. Seksi Pemmdahtanganan Aset.

(7) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan ¢ dan Aset
sebagaimana tercantum dalam Iampiran | dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

2. Ketentuan Paragraf dua Pasal 49 ayat (4) diubah sehingga pasal 49 berbunyi
sebagat berikut ;

Pasal 49

(1) Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri
dari;

Badan,

Sekretariat;

Bidang;

Sub Bagian; - : :
Sub Bidang; S
Keiompok Jabatan FungSnonal

"o o o

(2) Sekretanat terdm dari: K

a. Sub Bagian Umum,
b. Sub Bagian Keuangan; .
¢. Sub Bagian Program,

~_

. (3) Bidang Birta Ideologi dan Wawasan Kebéngsaan terdiri dart :

a. Sub Bidang Pembinaan {deologi Negara;
'b. Sub Bidang Pembinaan-Wawasan Kebangsaan. -

(4) Bidang Bina Kewaspadaan dan Per!induﬁ@an Masyarakat terdiri dari:

a. Sub Bidang Pembinaan Kewéispadaén dan Kamtibmas;
b. Sub Bidang Pembinaan Perlindungan Masyarakat.

(5) Bidang Bina Demokrasi dan Politk terdir dar
a. .Sub Bidang Pembinaan Demokrasi dan Politik;
b. Sub Bidang Pembinaan Organisasi Masyarakat.

- (6) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Polmk dan Perlmdungan Masyarakat
adalah sebagaimana pada lampiran J| dan merupakan bagxan tldak terpisahkan
- dari Peraturan Daerah. im o

Pasal II

Dengan dmndangkannya dan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka hal-hal yahg
‘bertenfangan dengan Peraturan Daerah ini dmyatakan tidak berlaku tagi.
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Pasal lli

Peraturan Paerah ini bierlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Simalungun. :

Ditetapkan di  Pamatang Raya
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LAMPIRAN i

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNC:UP

BAGAN OPGANESAS!
BADAN KESATUAN BANGSA, NOMOR : 2 TAHUN 2010
POLITIK DAN PERLINDUNGAN TANGGAL : 1 JULI 2010
MASYARAKAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA 17 TAH!
KABUPATEN SIMALUNGUN he 2008 TENTANG ORGANISAS! D
. o S . TATA KERJA PERANGKAT DAER
 KABUPATEN SIMALUNGUN :
L - i i )
BADAN ‘
_ SEKRETARIAT
KELOMPOK T : ——
/1. _JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN SUB BAGIAN. ~ SUB BAGIAN E
. : UMUM KEUANGAN ~ PROGRAM E
BIDANG ' 'BIDANG < BIDANG
BINA IDIOLOGI DAN . BINA KEWASPADAAN - BINA DEMOKRAS! DAN.
WAWASAN DAN PERLINDUNGAN - PQLITIK
KEBANGSAAN © MASYARAKAT
e T ‘ R
SUB BIDANG sSuB BIDANG " SUB BIDANG
PEMBINAAN IDIOLOGH : PEMBINAAN =~ . PEMBINAAN
& ; : . . DEMOKRASI DAN
NEGARA = KEWASRADAAN DAN - - RS,
) : .
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PEMBINAAN PEMBINAAN PEMBINAAN
- WAWASAN -] PERLINDUNGAN T ORGANISASI
KEBANGSAAN MASYARAKAT " MASYARAKAT




BAGAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, LAMPIRAN | : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGURN
FPENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET NOMOR © ZTAHUN 2010
KABUPATEN SIMALUNGUN TANGGAL : 1 JULl 2010
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERDA 17 TARUN
2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA

KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS
— SEKRETARIAT
KELOMPOK A . D — 1
- JABATAN FUNGSIONAL . : — S —
T i i SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
_ _ UMUM ' KEUANGAN . PROGRAM
4 -4} s . .
i —— —1 ' R S —— :
BIDANG : : : BlDANG - , BIQANG o R o BIDANG'
PENDAPATAN |* | - KEUANGAN © {7 " AKUNTANSE Tt ASET
. ' 5
. SEKSlH . a SEKSE. u © SEKSI o - SEKSI
u PENDATAAN - 1 ANGGARAN , - ] 'AKUNTANSI PENERIMAAN PENATAUSAHAAN ASET
| SEKSI SEKSH | I SEKSI SEKSI
[1 = PENETAPAN - PERBENDAHARAAN = AKUNTANS! PENGELUARAN 1 - PENGAMANAN ASET
. ‘ | SEKSI . SEKSI
L PEMSU%&SJ'T'AN o SEKSF ' - AKUNTANSI PERTANGGUNG || PEMINDAHTANGANAN
| = PENCELOLAAN GAJI - JAWABAN PELAKSANAAN : ASET
‘ ANGGARAN '
UPED




